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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5954); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

1 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari 

WALIKOTA KENDARI, 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG 
KBDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI 

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

WALIKOTA KENDARI 



Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
Kesehatan diwadahi dalam bentuk Dinas. 

Pasal 2 

Bagian Keaatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BABII 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peJaksanaan 
urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 
Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah ada1ah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasionaJ dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di 
lingkup Dinas Kesehatan Kota Kendari. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkup Dinas Kesehatan 
Kota Kendari. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA KENDARI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tam bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5887); 

5 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 20016 Nomor 5). 

Pasal 1 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan di bidang kesehatan rnasyarakat, pencegahan 

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat 
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya 
kesehatan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan 
dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Kesehatan. 

Pasal 6 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan atas Tipe 8. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang Kesehatan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paaal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenk1atur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
adalah Dinas Kesehatan. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 



Paaal 10 

Bagian Kedua 
Sekretarlat 

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, mengoordinasikan, 
merencanakan, menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja 
dan pengembangan semua kegiatan di bidang Kesehatan, mengevaluasi 
dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas serta 
membina bawahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di 
bidang Kesehatan. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinaa 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Suaunan Organlsasi 

kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya 
kesehatan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehat.an masyarakat, 
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, 
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 
serta sumber daya kesehatan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsi Dinas. 

koordinasi pelaksanaan 
kepada seluruh unsur 

Sekretariat bertugas melaksanakan 
pemberian dukungan administrasi 
administrasi di lingkungan Dinas. 

( 1) 



(1) Sub Bagian Program, Keuangan, lnformasi dan Hubungan 
Masyarakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi 
penyusunan rumusan program, laporan akuntanbilitas kinerja 
instansi pemerintah, keuangan dan informasi serta 
penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung 
jawab Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sub Bagian Program, Keuangan, Informasi dan Hubungan 
Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi 

keuangan, sistem pelaporan dan hubungan masyarakat; 
b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan 

yang menyangkut bidang keuangan dan kesehatan; 
c. Mengusulkan pejabat pemegang kas serta pejabat penyimpan 

dan pengelola barang; 
d. Melaksanakan pengumpulan dan kompilasi data pada setiap 

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK); 
e. Melaksanakan monitoring dan evaJuasi kegiatan Program, 

Keuangan, Informasi dan Hubungan Masyarakatpada setiap 
UPK; 

(1) Sekretariat, terdiri atas: 
a. Sub Bagian Program, Keuangan, lnformasi dan Hubungan 

Masyarakat; dan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalam meJaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di 

lingkungan Dinas; 
b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

administrasi di lingkungan Dinas; 
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di 

lingkungan Dinas; 
d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal 13 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Promosi dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

Pasal 16 

( 1) Bidang Kesehatan Masyarakat bertugas menyiapkan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
promosi dan pemberdayaan masyarakat 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 15 

Bagian Ketiga 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan dan 
koordinasi penyelenggaraan urusan kepegawaian dan pengelolaan 
aset, penyusunan standar pelayanan minimal, standar operasional 
prosedur, penatalaksanaan hukum dan dukungan administrasi 
umum yang menjadi tanggung jawab Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 
b. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi 

ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan; 
c. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah 

tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor; 
d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah 
e. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian; 
f. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat 

pegawai, gaji berkala,Cuti Pegawai,pensiun dan pemberian 
penghargaan dan tanda jasa; 

g. menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan 
disiplin pegawai; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 14 

kesehatan;dan 
g. Mela.ksanakan tugas lain yang diberikan oJeh Sekretaris baik 

didalam maupun di luar organisasi. 

informasi dan laporan penyusunan f. Melaksanakan 



( 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 7 ayat ( 1) huruf a, bertugas menyiapkan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
kesehatan keluarga dan gizi rnasyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan 

Keluarga dan Gizi; 
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan keluarga, ibu, anak, dan gizi, serta usia 
lanjut; 

c. Melaksanakan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan 
anak (PWS-KIA), pemantauan dan pembinaan gizi dan usia 
lanjut; 

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas: 
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Kesehatan Masyarakat. 

Pasal 17 

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk 
berperilaku hidup sehat. 

d. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 

e. Menyusun dan melaksanakan pengembangan media prornosi 
kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan. 

f. Melaksanakan koordinasi, pembimbingan dan pengendalian teknis 
promosi kesehatan yang dilaksanakan lintas program, lintas sector, 
masyarakat dan swasta. 

g. Melakukan penggalangan kemitraan dengan lintas sector dan dunia 
usaha serta kelompok organisasi di bidang kesehatan. 

h. Melakukan advokasi dengan pengambil kebijakan di bidang 
kesehatan. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat pada setiap unit pelayanan kesehatan 
(UPK); 

J. Melaksanakan pelaporan kegiatan Promosi dan Pemberdayaan 
Masyarakat; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik di 
dalam rnaupun diluar organisasi. 

Pasal 18 



( 1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, bertugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

Pasal 20 

(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. 

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Promosi dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk 
berperilaku hidup sehat. 

d. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 

e. Menyusun dan melaksanakan pengembangan media promosi 
kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan. 

f. Melaksanakan koordinasi, pembimbingan dan pengendalian 
teknis promosi kesehatan yang dilaksanakan lintas program, 
lintas sector, masyarakat dan swasta. 

g. Melakukan penggalangan kemitraan dengan lintas sector dan 
dunia usaha serta kelompok organisasi di bidang kesehatan. 

h. Melakukan advokasi dengan pengambil kebijakan di bidang 
kesehatan. 

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Promosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat pada setiap unit pelayanan kesehatan 
(UPK); 

J. Melaksanakan pelaporan kegiatan Promosi dan Pemberdayaan 
Masyarakat; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik 
di dalam maupun diluar organisasi. 

d. Melaksanakan program kesehatan mata, kesehatan gigi dan 
mulut, kesehatan keluarga, ibu, anak, gizi dan usia lanjut; 

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Kesehatan 
Keluarga dan Gizi pada setiap UPK; dan 

f. Melaksanakan pelaporan kesehatan mata, kesehatan gigi dan 
mulut, kesehatan keluarga, ibu, anak, gizi dan usia lanjut; 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
baik di dalam maupun diluar organisasi. 

Pasal 19 



(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas 
menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pernantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyak:it 
tidak menular serta kesehatan jiwa. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal 21 

Bagian Keempat 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan 
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 

program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat - 

tempat umum, Tempat pengelolaan makanan, Tempat 
Penyimpanan dan Pengolahan (TP2) Pestisida 

d. Memberikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada Rumah 
Makan, Restoran, Catering, Depot Air Minum 

e. Melakukan Pemantauan Jentik Berkala pada masyarakat dan 
sekolah 

f. Menyelenggarakan Program Kota Sehat 
g. Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi program Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat 
h. Melaksanakan pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi 

Pengelolaan Limbah Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
(Fasyankes) 

1. Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan pengambilan sampel 
pada sarana air bersih dan sarana air minum 

j. Melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok 
masyarakat 

k. Melakukan pembentukan dan pembinaan Pos Upaya Kesehatan 
Kerja (UKK) 

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan 
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga pada setiap Unit 
Pelayanan Kesehatan (UPK) 

m. Melaksanakan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olahraga 

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Baik didalam maupun di luar organisasi. 



(I) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
surveilans dan imunisasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Surveilans dan 

Imunisasi; 

Pasal 24 

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas: 
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 
c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penya.kit. 

Paaal 23 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat ( 1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penya.kit 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa; 
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 

kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 
serta kesehatan jiwa; 

c. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penatalaksanaan 
Penyakit Tidak Menular (gangguan imunologi, jantung dan 
pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, Diabetes Mellitus dan 
gangguan metabolic, gangguan indra dan fungsional, penyakit gigi 
dan mulut, kesehatan jiwa, penyalahgunaan Napza, dan 
keselamatan berlalu lintas. 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa pada 
setiap Unit PelayananKesehatan (UPK); 

e. Melaksanakan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; 

f. Mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor terkait 
dengan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular serta kesehatan jiwa; 

g. Melaksanakan dan pem binaan administrasi pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatanjiwa; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik di 
dalam maupun diluar organisasi. 

Paaal 22 



(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat ( 1) huruf b, bertugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian 
penyakit menuJar. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Menular; 
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 

kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menuJar; 
c. Melaksanakan kegiatan pencegahandanpengendalian penyak:it 

menular yang bersumber dari binatang; 
d. Melaksanakan kegiatan pencegahandanpengendalian penyakit 

menularlangsung; 
e. Melaksanakan monitoring dan evaJuasi kegiatan pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular pada setiap Unit Pelayanan 
Kesehatan (UPK); 

f. Melaksanakan pelaporan kegiatan pencegahan dan 
pengendalian penyak:it menular; 

g. Mengkoordinasikandenganlintas program dan lintas sektor 
terkait dengan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular; 

h. Melaksanakandanpembinaanadministrasipencegahandanpenge 
ndalianpenyakitmenular; dan 

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
baik di dalam mau pun diluar organisasi. 

b. MeJaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 
kegiatanSurveilans dan Imunisast; 

c. MeJaksanakan kegiatan SurveiJans (penyelidikan epidemiologi 
penyakit, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit dan 
kedaruratan kesehatan); 

d. Melaksanakan kegiatan imunisasi, kesehatan haji dankesehatan 
matra lainnya; 

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Surveilans dan 
Imunisasi, kesehatan haji dankesehatan matra lainnya pada 
setiap Unit PelayananKesehatan (UPK); 

f. Melaksanakan pelaporan kegiatan Surveilans dan Imunisasi, 
kesehatan haji dankesehatan matra lainnya; 

g. Mengkoordinasikandenganlintas program dan lintas sektor 
terkait dengan penyelenggaraan Surveilans dan Imunisasi, 
kesehatan haji dankesehatan matra lainnya; 

h. Melaksanakan dan pembinaan administrasi Surveilans dan 
Imunisasi, kesehatan haji dankesehatan matra lainnya; dan 

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
baik di dalam maupun diluar organisasi. 

Paaal 25 



(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan bertugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional 
di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan 
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan 
tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan 

(1) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, bertugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendaJian 
penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan 
Jiwa; 

b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan 
kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menu]ar 
serta kesehatan jiwa; 

c. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penatalaksanaan 
Penyakit Tidak Menular (gangguan irnunologi, jantung dan 
pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, Diabetes Mellitus 
dan gangguan metabolic, gangguan indra dan fungsional, 
penyakit gigi dan mulut, kesehatan jiwa, penyalahgunaan 
Napza, dan keselamatan berlalu lintas. 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan 
dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa 
pada setiap Unit PelayananKesehatan (UPK); 

e. Melaksanakan pelaporan kegiatan pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; 

f. Mengkoordinasikan dengan lintas program dan lintas sektor 
terkait dengan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian 
penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; 

g. M elaksanakan dan pembinaan administrasi pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
baik di dalam maupun diluar organisasi. 

Paaal 26 

Pasal 27 



(1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (1) huruf a, bertugas penyiapan bahan, merencanakan dan 
melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan 
prasarana pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan serta 
pengawasan dan pernbinaan upaya pelayanan kesehatan dasar 
dan rujukan. 

Paaal 30 

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas: 
a. Seksi Pelayanan Kesehatan; 
b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga; dan 
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan. 

Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan 

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan terrnasuk 
peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, 
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga serta sumber daya manusia kesehatan; 

b. penyiapan pelak:sanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan terrnasuk 
peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, 
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga serta sumber daya manusia kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk 
peningkatan mu tun ya, pelayanan kesehatan tradisional, 
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga serta sumber daya rnanusia kesehatan; 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan 
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan ruj ukan termasuk 
peningkatan mu tun ya, pelayanan kesehatan tradisional, 
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paaal 28 



(1) Seksi Kefarrnasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (l) 
huruf b, bertugas Menyusun rencana teknis, program pembinaan, 
pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan di Bidang 
Kefarmasian, Alkesdan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga menyele.nggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kebijakan, pedoman dan bimbingan pelaksanaan 
urusan di Bidang Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga; 

b. Penyusunan rencana pembinaan dan rencana kegiatan 
operasional pelaksanaan urusan di Bidang Kefarmasian, Alkes 
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 

c. Pengkoordinasian rencana pembinaan dan rencana kegiatan 
operasional pelaksanaan urusan di Bidang Kefarmasian, Alkesdan 
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terhadap satuan kerja atau 
lembaga lain yang terkait; 

d. PenerbitanSertifikat ProduksiPangan Industri Rumah Tangga 
(SPP-IRT); 

e. Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT). 
f. Pemberian Rekomendasi TeknisJzin Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

cabang dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) cabang, Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 
a. Merencanaan pembinaan teknis, pengawasan, pengembangan 

dan Peningkatan Mutu Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) serta peningkatan Pelayanan Dasar dan 
Rujukan lainya. 

b. Menyiapkan bahan koordinasi, informasi program pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan. 

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengendalian 
program pengembangan kesehatan dasar (FKTP) mela1ui 
penilaian kinerja Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Menyiapkan bahan perumusan dan Penetapan Pedoman, Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengelolaan dan 
pelayanan kesehatan dasar (FKTP) dan rujukan sesuai peraturan 

· perundang-undangan yang berlaku. 
e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

program Indonesia Sehat pendekatan keluarga (PIS PK) di 
fasilitas pelayanan kesehatan dasar (FKTP). 

f. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional 
komplementer. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 31 



(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasiona1, bimbingan 
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 
a. Registrasi dan sertifikasi berupa Penerbitan izin Praktek (SIP) 

tenaga Kesehatan sesuai peraturan perundang - undangan; 
b. Penerbitan surat Rekomendasi untuk pembuatan Surat Tugas 

Dokter Spesialis yang telah merniliki 3 SJP (Surat Ijin Praktek); 
c. Penerbitan Surat Keterangan bagi tenaga kesehatan yang belum 

memiliki atau sedang dalam proses pengurusan Surat Tanda 
Registrasi (STR) dari Majelis Tenaga Kesehatan professional 
Indonesia (MTKPI); 

d. Registrasi dan sertifikasi tenaga penyehat tradisional (STPT); 
e. Pengawasan dan pembinaan SIP Nakes yang ada di rumah sakit 

pemerintahan, rumah sakit swasta, puskesmas, dan di sarana 
kesehatan lainnya seperti apotik, klinik kesehatan,klinik 
kecantikan, pijat refleksi dan laboratorium; 

f. Pelaksanaan Diklat fungsional dan pendidikan Pelatihan lainnya 
dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu sumber daya 
manusia kesehatan; 

g. Pelaksanaan program dokter interensip 
h. Registrasi, Pengawasan dan Pembinaan tukang gigi, 
i. Pengawasan dan Pembinaan tenaga penyehat tradisiona1 (STPT), 
J. Pelaksanaan program percepatan pendidikan dan program 

beasiswa PPSDM, 
k. Pelaksanaan penilaian Nakes Teladan; 
1. Menyusun dokumen deskripsi Sumber daya manusia kesehatan 

dan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan Kota Kendari; dan 

m. Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh 
pimpinan. 

g. pelaksanaan rencana pembinaan dan rencana kegiatan 
operasional di Bidang Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga; 

h. pengawasan kearnanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS); 
1. Pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di 
Bidang Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah 
Tangga secara berkala; dan 

J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
PelayananKesehatandan SDK baik di dalam maaupun di luar 
organisasi. 

Pasal 32 



(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan 
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

Paaal 36 

BABV 
TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada kepala dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 35 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 34 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungaional 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis 
dinas secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Unit pelaksanaan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta 
tu gas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur 
Sulawesi Tenggara selaku Wakil Pemerintah Pusat. 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknia Dinaa 

Pasal 33 



(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan atau tugas dinas luar daerah, 
Sekretaris melaksanakan tugas kepala Dinas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan 
Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. 

Paaal 42 

Dalarn menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula 
kepada satuan organisasi lain yang secara f ungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

Paaal 41 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk rnenyusun laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 40 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib 
mengikuti dan mernatuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada 
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat 
pada waktunya. 

Pasal 39 

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing­ 
masing dan memberikan birnbingan serta petunjuk terhadap 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

Paaal 38 

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing­ 
rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 37 

rnaupun antar satuan organisasi dilingkup Pemerintah Daerah 
serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tugas masing-rnasing. 

(2) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan 
Kepala Bidang, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya 
sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkup Pernerintah Daerah 
wajib melaksanakan pengawasan rnelekat. 

Pasal 43 



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 
Nomor 40 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari (Berita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Tlb atau jabatan pimpinan 
tinggi pratama. 

(4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 
diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas 
melalui Sekretaris Daerah. 

(5) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon ma dan Kepala Bidang 
jabatan eselon lllb dan atau masing-rnasing pemangku jabatan 
administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa 
atau jabatan pengawas. 

(7) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan 
Peraturan W alikota, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

Pasal 45 

BABVI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing 
pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan 
kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Pasal 44 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Dinas 
dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi 
tersebut untuk mewakili Kepala Dinas. 

Paaal 43 



Pad a saat Peraturan W alikota ini mula.i berlaku, Peraturan W alikota 
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari (Serita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 46 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
strukturaJ dilingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan 
tinggi pratama. 

(4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 
diangkat dan diberhentikan oleh W alikota atas usul Kepala Dinas 
melalui Sekretaris Daerah. 

(5) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa dan Kepala Bidang 
jabatan eselon Illb dan atau masing-masing pemangku jabatan 
administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon !Va 
atau jabatan pengawas. 

(7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. 

Paaal 45 

BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masing-masing 
pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan 
kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Paaa144 

(2) Dalam hal Sekreta.ris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Dinas 
dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi 
tersebut untuk mewakili Kepala Dinas. 
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